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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan ekonomi merupakan upaya dalam mewujudkan 

kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Demi mewujudkan dan menjaga 

kesinambungan pembangunan ekonomi tersebut, maka setiap stakeholder harus 

turut berperan, baik Pemerintah, masyarakat, dan badan hukum. Kolaborasi 

stakeholder yang bersinergi menjadi syarat utama untuk percepatan dalam 

pembangunan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. 

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui beberapa aspek kegiatan, salah 

satunya dalam bentuk kegiatan perkreditan.1 

Pengertian Kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang 

kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan 

pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga.2 Perkreditan merupakan salah satu 

usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai 

masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan. Menurut Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

                                                           
1 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedika Pustaka 

Utama, Jakarta, 2001, hlm. 236. 
2 Johannes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian 

Kredit Bank ( Perspektif Hukum dan Ekonomi), Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 10 
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kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga.” 

Kata Kredit berasal dari bahasa Romawi, yakni cedere yang artinya 

percaya 3 , atau credo yang berarti saya percaya, artinya kepercayaan dari 

kreditor (pemberian pinjaman) bahwa debitornya (penerima pinjaman) akan 

mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah 

pihak. 4  Akhir-akhir ini banyak kritikan pada masyarakat terhadap kinerja 

perbankan nasional yang dilakukan oleh praktisi keuangan ataupun lembaga-

lembaga pemerintahan, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Perbanas 

Kartika Wirjoatmodjo melalui okezone.com pada tahun 2019 di Jakarta, yang 

berisikan: 5 

“Kondisi Perbankan 5 tahun terakhir, berawal oleh munculnya 

tantangan tingginya NPL tersebut karena sejumlah sektor tengah 

mengalami kontraksi. Apabila kita lihat NPL memang karena beberapa 

sector seperti batu bara dan tekstil itu mengalami perubahan. Hal ini 

sehubungan dengan adanya kredit bermasalah yang biasa disebut Non-

Performing Loan (NPL) dengan jumlah yang cukup signifikan di 

sejumlah bank tersebut.” 

Kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) merupakan resiko 

yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. 

Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada 

waktunya (wanprestasi). Kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) 

di perbankan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada 

                                                           
3  Sudharta P. Soerjadi, Segi-Segi Hukum Perkreditan di Indonesia. Kertas Kerja dalam 

Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan, (BPHN dan Bina Cipta, 1987, hlm. 11. 
4  Remy Sjahdeini, ” Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan- Ketentuan Pokok dan 

Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan”, Alumni, Jakarta, 1999, hlm. 15.. 
5 Ibid. 
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kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan 

prosedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro 

ekonomi. Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat 

dilepaskan dari prinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber malapetaka 

bagi kreditur sehubungan dengan kredit macet. Berbagai unsur seperti safety, 

soundness, without substantial risk pun dalam perundang-undangan/peraturan 

perlu mendapatkan perhatian, karena dalam kenyataannya kurang memuaskan 

untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet, maka fokus penelitian ini 

adalah pada unsur without substantial risk.6 

Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya 

diikuti penyediaan jaminan khusus oleh pemohon kredit, sehingga pemohon 

kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari 

bank. Jaminan berupa atas tanah beserta yang ada di atasnya adalah yang 

banyak digunakan dalam praktek perbankan didasarkan pada pertimbangan 

tanah merupakan jaminan yang aman dan punya nilai ekonomis yang relatif 

tinggi, yang mana jaminan tanah beserta yang diatasnya akan dibebankan hak 

tanggungan. 

Dasar yuridis pengikatan jaminan terhadap tanah adalah Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut UUHT 

sebagai pengganti ketentuan hypotheek dan creditverband. Hak Tanggungan 

                                                           
6 Remy Sjahdeini, Op. Cit. hlm. 35.   
4 Sutarno, “Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta”, Bandung, 2004, hlm. 

140. 
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sebagimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

adalah.7 

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak 

jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”  

 

UUHT sendiri memberikan kemudahan bagi kreditur khusunya dalam 

pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan apabila debitur 

wanprestasi/ cidera janji yaitu adanya tiga pilihan cara eksekusi yaitu dengan 

parate executie, penjualan dibawah tangan, dan Titel eksekutorial. Pada 

penelitian ini difokuskan pada title eksekutorial sebagai bentuk dari akar 

pembahasan pada penelitian ini.  

Secara umum, Undang-Undang yang ada saat ini berlaku di Indonesia 

telah memberikan jaminan atau perlindungan hukum kepada kreditur sebagai 

penyalur dana dan penghimpun dana dalam berbagai bentuk transaksi-transaksi 

keuangan di masyarakat. Hal ini dirumuskan sebagaimana yang telah diatur 

dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yaitu : “Segala harta kekayaan Debitur, baik 

yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang 

akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan/jaminan atas hutang-

hutangnya”. 

                                                           
7 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Pengertian Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 
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Berdasarkan kesimpulan di atas maka pemaknaan jaminan yang diatur 

dalam Pasal 1131 KUHPerdata tersebut masih bersifat umum atau dengan kata 

lain benda jaminan itu tidak di tunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan 

bagi seorang kreditur tertentu, sehingga apabila jaminan tersebut dijual maka 

hasilnya dibagi secara seimbang sesuai besarnya piutang masing-masing 

kreditur (konkurent). 

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah:8  

“Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak 

jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagai mana 

dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut 

benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, 

untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lainnya”. 

Ketentuan di atas bermakna bahwa Hak Tanggungan pada dasarnya 

hanya dibebankan kepada hak atas tanah dan juga seringkali terdapat benda-

benda di atasnya bisa berupa bangunan, tanaman dan hasil-hasil lainnya yang 

secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan 

sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian yang dibuat bersama 

sebelumnya dan Hak Tanggungan menjadi penting eksistensinya ketika banyak 

kebutuhan masyarakat terkait lembaga jaminan yang mengurusi segala 

pengaturan terkait jaminan yang dibebankan dengan benda tak bergerak. 9 

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

                                                           
8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 1 ayat (1). 
9 Pandu Dwi Nugroho, “Pelaksanaan Lelang Terhadap Obyek Yang Dibebani Hak 

Tanggungan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Para Pihak,” Rechtidee (2018). 
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Tanggungan, obyek hak tanggungan harus berupa hak atas tanah yang dapat 

dialihkan oleh pemegang haknya yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, 

dan Hak Guna Bangunan, serta Hak Pakai Atas Tanah Negara yang menurut 

ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah 

tangankan dapat juga di bebani Hak Tanggungan, pada penelitian ini juga 

memfokuskan pada semua jenis hak tanggungan.  

Hak Tanggungan sebagai salah satu lembaga hak jaminan atas tanah 

untuk pelunasan utang tertentu sebagaimana diuraikan dalam penjelasan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Pasal 3 

disebutkan bahwa Hak Tanggungan mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut:  

a) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada 

pemegangnya. 

b) Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek 

itu berada.  

c) Memenuhi asas spesialis dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak 

ke tiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

d) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusi. 

Dengan adanya ciri-ciri tersebut di atas diharapkan hak tanggungan atas 

tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan menjadi kuat kedudukannya dalam hukum jaminan mengenai 

tanah.  Kredit yang dijamin dengan hak atas tanah tersebut, apabila debitur 

tidak lagi mampu membayarnya dan terjadi adanya wanprestasi dan kredit 
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menjadi macet, maka pihak kreditur tentunya tidak mau dirugikan dan akan 

mengambil pelunasan utang debitur tersebut dengan cara mengeksekusi 

jaminan kredit tersebut dengan cara menjualnya melalui sistem pelelangan 

umum agar debitur juga tidak terlalu dirugikan karena kemungkinan masih ada 

sisa atas penjualan dan atau hasil pelelangan jaminan yang diberikannya kepada 

Kreditur. 

Eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan umum sebagaimana 

yang telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan ditentukan bahwa “Obyek hak tanggungan dijual 

melalui pelelangan umum menurut tata cara yang dibutuhkan dalam peraturan 

perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan 

dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya”. 

Debitur bermasalah adalah Non-Performing Loan (NPL), yang 

merupakan salah satu rasio keuangan yang mencerminkan risiko kredit. NPL 

didefinisikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan atau 

sering disebut kredit macet pada bank.10  Besarnya NPL yang diperbolehkan 

Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%. Semakin tinggi tingkat NPL 

menunjukkan bahwa bank tidak professional dalam pengelolaan kreditnya 

sehingga bank mengalami kredit macet yang akhirnya akan berdampak pada 

kerugian bank.11 Selain itu juga, dalam praktek kerap dijumpai adanya debitur 

yang keberatan dan tidak bersedia secara sukarela mengosongkan obyek Hak 

                                                           
10  Riyadi, Slamet. 2006. Banking Assets and Liability Management. Jakarta: Lembaga 

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 
11 Rahim, Rida dan Yuma Irpa. 2008. Analisa Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas 

pada Bank Umum Syariah dan Unit Syariah (Studi Kasus BSM dan BNI Syariah). Jurnal Bisnis & 

Manajemen Vol.4, No.3. 
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Tanggungan sebagaimana yang ada dalam perjanjian yang dibuat sebelumnya 

bahkan banyak sekali debitur berusaha untuk mempertahankan dengan mencari 

perpanjangan kredit atau melalui gugatan perlawanan Eksekusi Hak 

Tanggungan kepada Pengadilan Negeri yang tujuannya untuk menunda-nunda 

bahkan membatalkan proses Ekeskusi Hak Tanggungan tersebut. 

Sikap seperti ini jelas mengganggu tatanan kepastian dalam upaya 

penegakan hukum di Indonesia yang mengakibatkan runtuhnya keaktifan dan 

fungsi, maksud dan tujuan adanya jaminan Hak Tanggungan. Dalam proses 

pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak Kreditur dirugikan ketika pihak 

Debitur melakukan suatu wanprestasi sehingga diperlukan suatu aturan hukum 

dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang tertuang dalam suatu 

perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya dari pihak Kreditur 

yang memberikan pinjaman kredit kepada Debitur dengan kata lain yaitu 

apabila Debitur melakukan suatu bentuk perbuatan Wanprestasi atau tidak 

memenuhi kewajibannya apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah yang jelas-

jelas adalah sebagai Pelaksana dan Pembuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 Tentang Hak Tanggungan. 

Jaminan yang diserahkan dari debitur dalam bentuk hak tanggungan 

kepada kreditor tujuannya adalah untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur 

akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Penyerahan 

jaminan akan memberikan kewenangan pada kreditor untuk mendapatkan 

terlebih dahulu pelunasan hutangnya dari jaminan yang telah diserahkan. Oleh 

karena itu kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan memperoleh 
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kedudukan yang didahulukan pelunasannya dibandingkan dengan kreditur 

lain12 (droit de preference), begitu pula jika terjadi wanprestasi, kreditor mudah 

dalam melakukan eksekusi. Namun dalam pelaksanaannya eksekusi tidak 

mudah dilaksanakan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan yaitu: “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak 

Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan 

atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 

piutangnya dari hasil penjualan asset tersebut. Konsep ini dalam KUHPerdata 

dikenal sebagai Parate Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1178 ayat 

(2) KUHPerdata. Dengan konsep Parate eksekusi, pemegang Hak Tanggungan 

tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pemberi Hak 

Tanggungan, dan tidak perlu juga meminta penetapan pengadilan setempat 

apabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan yang menjadi jaminan 

utang debitur dalam hal debitur cidera janji. Pemegang Hak Tanggungan dapat 

langsung datang dan meminta kepada Kepala Kantor Lelang untuk melakukan 

pelelangan atas objek Hak Tanggungan yang bersangkutan.  

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan 

penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau 

menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman 

lelang.13 Keberadaan lembaga lelang di Indonesia yang diatur di dalam sistem 

                                                           
12  I Dewa Gede Agung Dhira Natsya Ora and Dewa Gde Rudy, “Kedudukan Lembaga 

Perbankan Sebagai Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Jaminanya,” Acta Comitas 

(2021). 
13 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

hlm. 239 
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hukum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diantaranya 

penyelesaian sengketa yang telah memperoleh putusan pengadilan. Penjualan 

umum melalui lembaga lelang diatur di dalam Vendu Reglement (Peraturan 

Lelang Stbl. 1908 Nomor 189) dan Vendu Instructie (Instruksi Lelang Stbl. 

1908 Nomor 190). Di dalam Vendu Reglement mengatur hal-hal yang sifatnya 

mengkhusus namun tetap dikuasai oleh ketentuan-ketentuan dalam KUH 

Perdata Pasal 1319 yang menyatakan bahwa, “Semua perjanjian baik yang 

mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama 

tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab 

yang lalu.” Lelang eksekusi menurut Penjelasan Pasal 41 Peraturan Menteri 

Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah, 14  meliputi lelang Putusan Pengadilan, Hak 

Tanggungan, sita pajak, sita Kejaksaan atau Penyidik dan sita Panitia Urusan 

Piutang Negara. Pada lelang eksekusi hak tanggungan, lembaga yang 

berwenang melaksanakannya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL), yang dimana KPKNL mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.15 

 Pelaksanaan lelang khususnya lelang eksekusi, potensi gugatan sangat 

tinggi. Total gugatan yang masuk ke DJKN/KPKNL pada tahun 2013 adalah 

sebesar 2.458 dan 1.500 lebih adalah gugatan dari lelang eksekusi Pasal 6 Hak 

                                                           
14  Nirmala Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Dalam Proses 

Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Tesis, Pascasarjana Univesitas Udayana, Denpasar, 

2015, hlm.106. 
15 Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan 135/2006. 
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Tanggungan.16 Hal ini dikarenakan dalam lelang eksekusi, kebanyakan barang 

dilelang tanpa kesediaan dari pemilik barang dan sering kali banyak pihak yang 

berkepentingan terhadap barang tersebut tidak menginginkan lelang, sehingga 

dalam praktek terdapat para pihak yang merasakan kepentingannya terganggu 

dengan adanya pelaksanaan lelang.   

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, perlu dilakukan 

penelitian dan pembahasan yang lebih mendalam tesis yang berjudul 

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM 

MENYELESAIKAN HUTANG DEBITUR BERMASALAH MELALUI 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam tesis ini adalah: 

1. Apakah lelang eksekusi hak tanggungan dapat menjadi solusi dalam 

penyelesaian hutang debitur bermasalah? 

2. Apakah kendala pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan hutang 

debitur bermasalah? 

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap bank terkait dengan lelang 

eksekusi hak tanggungan? 

 

 

                                                           
16 Buletin Media Kekayaan Negara Edisi No.14 Tahun IV/2013. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian hutang debitur 

bersamalah melalui lelang eksekusi hak tanggungan; 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan Hutang Debitur 

Bermasalah; 

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Bank dalam 

menyelesaikan Hutang Debitur Bermasalah. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis: 

Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan penulis baik di 

bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum perbankan; 

2. Manfaat praktis: 

1) Dengan adanya penulisan ini, dapat digunakan sebagai informasi 

bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait mengenai 

peraturan dan undang-undang terkait Lelang Eksekusi Hak 

Tanggungan; 
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2) Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dalam 

bidang hukum perbankan berkaitan dengan kewenangan dan 

tanggung jawab pihak perbankan sebelum melakukan eksekusi 

Hak Tanggungan debitur yang mengalami kemacetan. 

 

E. Ruang Lingkup 

Guna memperjelas pembahasan permasalahan yang diteliti dalam tesis 

ini maka dibatasi hanya dalam ruang lingkup mengenai perlindungan hukum 

bagi bank dalam menyelesaikan hutang debitur bermasalah melalui Lelang 

Eksekusi Hak Tanggungan, yang disandarkan pada aturan-aturan dalam kajian 

bidang Hukum Perdata. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan dasar dari pemikiran dalam menyusun 

sebuah penelitian yang dapat membantu Penulis dalam menentukan arah dan 

tujuan dalam penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati, Penulis akan 

menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas di dalam tesis ini. Dengan menggunakan beberapa teori yang akan 

dipakai Penulis, Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa 

gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,17 dan suatu teori harus diuji dengan 

menghadapkannya pada fakta–fakta yang dapat menunjukan 

ketidakbenarannya. 18  Adapun teori tersebut berfungsi untuk menjawab 

                                                           
17J.J.J. M.Wuisman, dalam M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, FE UI, Jakarta, 

1996, hlm. 203. M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm. 

27.  
18Ibid, hlm.16 
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permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini adalah beberapa teori yang akan 

digunakan:  

1. Grand Theory 

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan 

Hukum yang kemudian diperkuat melalui Teori Keadilan. Teori Perlindungan 

Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa ‘Indonesia adalah 

Negara hukum’. Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum 

yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, maka keadilan menjadi syarat 

terpenting bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya dan 

menjadi dasar bagi keadilan itu sendiri. Dalam menjalankan kehidupan 

berbangsa dan bernegara, Negara dan warga Negara memiliki hubungan 

hukum dalam menjalankannya. Perlindungan hukum akan menjadi penting 

karena hal tersebut merupakan hak bagi setiap warga Negara.  

Maka Indonesia sebagai Negara berdasarkan hukum membuat 

perlindungan hukum menjadi unsur penting, Negara menjamin hak–hak hukum 

warga negaranya. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk 

menintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 

masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan 

dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum 

adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki 

kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu 

diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni 

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan 
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hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan 

kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara 

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang 

dianggap mewakili kepentingan masyarakat.19 

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah 

dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat 

difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar 

adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum 

dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi 

dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. 20  Hukum berfungsi sebagai 

perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 

unsur perlindungan hukum:21 

1. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit); 

2. Kemanfaatan hukum (Zewechmassigkeit); 

3. Keadilan hukum (Gerechtigkeit); 

4. Jaminan hukum (Doelmatigkeit). 

Diperkuat dalam Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga 

Francois Geny, yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. 

                                                           
19 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2014, hlm. 53. 
20Satjipto Raharji, Op.Cit., hlm. 54. 
21Ishaq, Dasar – Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43. 
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Teori Hukum Alam mengutamakan “the search for justice”.22 Berbagai macam 

teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut 

hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara 

teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya 

nicomachean ethics dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya a 

theory of justice dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya 

general theory of law and state. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan 

hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat 

manusia dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan keadilan di mata 

hukum.  Penulisan tesis yang menggunakan Grand Theory ini dapat membantu  

penulis, apakah Negara dalam hal ini sudah memberikan upaya – upaya 

perlindungan hukum bagi warga Negaranya. 

 

2. Middle Range Theory 

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori 

Penyelesaian Sengketa dimana penyelesaiannya tersebut didasarkan karena 

persoalan yang timbul akibat hutang debitur bermasalah yang diperkuat dengan 

Teori Efektifitas Hukum. 

a. Toeri Penyelesaian Sengketa 

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, 

teori yang dikemukakan oleh para ahli sering dijadikan acuan dalam 

memecahkan masalah yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan 

                                                           
22 Carl Joachim Friedrich, “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. 

Bandung, 2004, hlm. 24. 
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masyarakat. Kata teori berasal dari kata theoria yang artinya pandangan atau 

wawasan.23 Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya 

ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang 

bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori penyelesaian sengketa 

merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau 

penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, 

faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan 

untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin 

mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:24  

1) Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang 

lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. 

2) Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia 

menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. 

3) Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang 

memuaskan dari kedua belah pihak. 

4) With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi 

sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. 

5) In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa. 

 Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan 

dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah 

percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan 

                                                           
23 Mertokusumo, S.  2012. Teori Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 
24 Pruitt, Dean G & Z. Rubin. 2004. Konflik Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 
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pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban 

pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu sendiri 

dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah 

persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), 

atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak 

dicapai secara simultan (secara serentak).25 

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan 

atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud perbedaan kepentingan 

adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. 

Misalnya, A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang 

ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah 

itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga. 

Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir 

seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang 

selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. 

Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual 

manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan 

argumen yang berlawanan.26 Berpangkal dari terjadinya konflik, maka muncul 

pekermbangan dua teori konflik, yaitu teori Fungsionalisme Struktural dan 

Teori Pendekatan Konflik, yaitu:27 

                                                           
25 Talib, I. 2013. Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. Jurnal Lex et 

Societatis, Vol.1, No.1. 
26  Absori. 2014. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup : Sebuah Model Penyelesaian 

Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 
27 Busroh, F. F. 2017. Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat 

Adat Di Indonesia. Lex Jurnalica, Vol.14, Nomor 1. 
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a. Teori Fungsionalisme Struktural mengemukakan bahwa masyarakat 

pada dasarnya terintegrasi di atas dasar “kata sepakat” para anggotanya 

akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Teori ini dapat mengatasi 

perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota 

masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat adalah suatu sistem yang secara 

fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium. Masyarakat, 

harus dipandang sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling 

berhubungan satu terhadap yang lain. Karena itu, hubungan saling 

mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat ganda dan 

timbal balik. Melalui teori ini dikatakan bahwa sekalipun integrasi sosial 

tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental 

sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang 

bersifat dinamis. Integrasi sosial dapat menanggapi perubahan-

perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara 

agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya 

hanya akan mencapai derajat yang minimal. Meskipun terjadi disfungsi, 

ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan melalui 

proses panjang teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-

penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan kata lain, integrasi 

sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, 

namun setiap sistem soaial akan senantiasa berproses ke arah sana. 

b. Teori Pendekatan Teori Konflik, yang beranggapan bahwa, setiap 

masyarakat senantiasa berubah dan perubahan itu tidak pernah berakhir 

karena perubahan sosial merupakan gejala yang inheren pada setiap 
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masyarakat, setiap masyarakat mengandung konflik di dalam dirinya 

karena konflik merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, 

setiap unsur dalam masyarakat memberi kontribusi terjadinya 

disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial, dan setiap masyarakat 

terintegrasi atas penguasaan dan dominasi sejumlah orang terhadap 

sejumlah orang yang lain. Dengan kata lain, konflik bersumber dari 

masyarakat itu sendiri. Konflik timbul dari realitas adanya unsur-unsur 

yang saling bertentangan dalam masyarakat secara internal yang terjadi 

akibat pembagian otoritas tidak merata. Oleh karena itu, terdapat pola 

pemisahan antara masyarakat yang memiliki otoritas dan yang tidak 

memilikinya. 

Pembagian otoritas yang dikotomis merupakan faktor pemicu timbulnya 

konflik sosial dalam masyarakat. Pembagian kekuasaan dapat menimbulkan 

kepentingan-kepentingan yang berlawanan antara satu dan lainnya. Pihak yang 

menempati posisi sebagai pemegang otoritas dan yang tidak memiliki otoritas, 

memiliki kepentingan yang berlawanan satu sama lainnya. Pihak yang 

memiliki otoritas cenderung mengukuhkan status quo, sedangkan yang tidak 

memiliki otoritas akan berusaha mengubah status quo mereka.  

Dampaknya, semakin bertambahnya otoritas pada satu pihak, semakin 

berkurang pula otoritas pada pihak yang lain. Konsep tersebut menegaskan 

bahwa pendekatan konflik merupakan suatu gejala yang serba hadir dalam 

setiap masyarakat dan selalu inheren dalam diri setiap masyarakat. Konsep atau 

model ideal kebijakan dapat dilakukan hanya untuk mengatur dan 

mengendalikan konflik yang terjadi agar tidak akan terbentuk dalam kekerasan 
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(violence) serta berkepanjangan tanpa penyelesaian yang mampu memberikan 

kepastian dan perlindungan hukum. Dalam kaitan dengan konflik 

agraria/pertanahan, teori tentang konflik sangat relevan sebagai salah satu 

konsep guna mendukung model-model yang dianggap lebih layak. Hal 

tersebut, karena masalah sengketa pertanahan merupakan salah satu masalah 

yang sering muncul dan cenderung disertai tindakan kekerasan.  

Penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait sengketa perdata pada 

umumnya ditempuh melalui jalur pengadilan yang dapat dipastikan 

memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sebenarnya terdapat jalur 

penyelesaian lain yang belum banyak diketahui masyarakat luas yaitu mediasi 

di kantor pertanahan setempat. Dalam perkembangannya, mediasi mulai sering 

dijadikan salah satu pilihan dalam menyelesaian sengketa di bidang pertanahan. 

b. Teori Efektifitas Hukum 

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan 

atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu 

tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait 

yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.28 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:29 

 

                                                           
28 Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 

67. 
29 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8. 
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1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

6) Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti 

Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot. 

 

Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa:30 

“Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam 

masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) 

masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern 

merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar 

yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian 

teknologi canggih,didalam masyarakat modern hukum yang di buat 

dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.” 

 

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias 

mengatakan bahwa:31 

“An effective legal sytem may be describe as one in which there 

exists a high degree of congruence between legal rule and human 

conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by 

minimal disparyti between the formal legal system and the operative 

legal system is secured by 

 

                                                           
30 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013,  Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan 

Disertasi, Jakarta : Rajawali Press, Hlm .375. 
31 Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of 

Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam 

jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi 

Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 70. 
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a. The intelligibility of it legal system. 

b. High level public knowlege of the conten of the legal rules 

c. Efficient and effective mobilization of legal rules: 

1. A commited administration and. 

2. Citizen involvement and participation in the mobilization 

process. 

d. Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to 

the public and effective in their resolution of disputes and. 

e. A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the 

legal rules and institutions.” 

 

Pendapat Clerence J. Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo 

Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi effektif tidaknya satu 

sistem hukum meliputi:32 

1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap. 

2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-

aturan yang bersangkutan. 

3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai 

dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya 

kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyrakat 

yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi 

hukum. 

4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus 

mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan 

tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa. 

5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga 

masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan pranata-

                                                           
32 Marcus Priyo Gunarto, 2011, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi 

Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 71. 
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pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif 

pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif. 

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana 

dikutip Felik adalah sebagai berikut:33 

“Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya 

dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat 

menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat 

membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan 

maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi 

keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana 

baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelsaikan.” 

 

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama 

harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak 

dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan 

ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan 

dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.34 

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat 

menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan 

hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas 

perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang 

mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua 

itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur 

itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan 

perundangundangan di dalam masyarakat.35 

                                                           
33 Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, Hal 303. 
34 Damang, Efektifitas Hukum, http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2 

di akses pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 16.00. 
35 Ibid. 
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Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang 

pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah : 

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 

cukup sistematis. 

2.  Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 

cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. 

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur 

bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. 

4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan 

yuridis yang ada. 

 

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum 

tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya 

aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan 

baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan 

profesional dan mempunyai mental yang baik. 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap 

efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal 

berikut:36 

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. 

2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. 

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada 

masyarakat. 

                                                           
36 Ibid. hlm. 86. 
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4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang 

diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas 

pada wewenangnya. 

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan 

prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan 

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai 

alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang 

menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas 

aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah 

ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau 

buruknya prasarana yang telah ada. 

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas 

yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu: 

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada. 

2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada. 

3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada 

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan 

sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap 

adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu 

perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik 

kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan. 

Suatu hukum dapat dikatakan efektif, jika faktor budaya hukumnya 

mumpuni, dengan adanya budaya "malu" atau budaya perasaan bersalah dari 

warga masyarakat maka itu akan melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 
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kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. 

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar 

bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti 

bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau 

mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah 

suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai 

apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 

3. Applied Theory 

Applied theory akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu 

dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Menurut Unrecht, 

asas hukum (rechtbeginsel) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang  

mengkualifikasikan (kwalificeren) beberapa peraturan hukum, sehingga 

peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan lembaga hukum.37 

Soejadi menjelaskan bahwa keberadaan asas hukum adalah condition 

sine quanon bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis 

yang mengarahkan pembentukan hukum yang menuhi nilai-nilai filosofis 

berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai 

dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yang 

sesuai dengan hukum yang berlaku.38 

Penelitian ini menggunakan teori Tanggung Jawab, dalam kamus hukum 

ada istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban Responsibility dan 

Liability.  Responsibility merupakan hal yang dapat dipertanggung jawaban atas 

                                                           
37 Utrech dalam Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya 

Bakti, 2008, Hlm. 153. 
38Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin,et. al., Desain Industri : Perspektif Filsafat dan 

Dogmatik Hukum, Tunggal Mandiri, Malang, Hlm. 80.  
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suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan 

kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang 

yang dilaksanakan Tanggung Jawab Responsibility dapat diartikan sebagai 

wajib menanggung segala sesuatu, jika terjadi permasalahan, dituntut, dan 

diancam hukuman oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban 

akibat tindakan sendiri atau orang lain.  

Sedangkan Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk 

hampir semua karakter risiko dan tanggung jawab yang pasti, yang bergantung 

atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban seara aktual dan 

potensial seperti kerugian yang dialami oleh konsumen atau kondisi yang 

menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Dapat pula berarti 

menganggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatananya atau 

perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya pertanggung 

jawaban Liability dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang 

diderita oleh pihak yang dirugikan.39 

Menurut Peter Salim pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu:40 

a. Tanggung jawab dalam arti accountability ; 

b. Tanggung Jawab dalam arti Responsibility ; 

c. Tanggung jawab dalam arti liability. 

Bentuk Tangung Jawab Pemegang Hak Tanggungan (Bank) ialah, 

sebagai berikut: 

                                                           
39 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)  

hlm.335-337 
40 K. Martono, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009, (Jakarta: 

PT. Grafindo Persada, 2011), hlm.217 
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a. Bertanggung jawab terhadap keabsahan kepemilikan barang yang akan 

dilelang ; 

b. Bertanggung jawab apabila adanya gugatan dan perlawanan yang 

diajukan oleh pihak ketiga, sebelum atau sesudah pelaksanaan lelang 

eksekusi hak tanggungan ; 

c. Bertanggung jawab apabila pemenang lelang eksekusi hak tanggungan 

tidak dapat menguasai objek lelang setelah  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk 

menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum dari sebuah 

isu hukun yang dihadapi guna mendapatkan jawaban.41 Penelitian hukum 

normatif memilik objek penelitian yang berupa norma hukum, konsep 

hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. 

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan 

skrips ini adalah sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum ini diperoleh dari: 

 

                                                           
41  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2007, hlm. 35. 
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1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 

Nomor 23); 

2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral 

(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2865) 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3472) 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1955 

Tentang Pengawasan Urusan Kredit 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 Tahun 2010 Tentang 

Pejabat Lelang 

10. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang 
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11.  Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 

3/KN/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian 

Kinerja Jabatan Fungsional Pelelang 

12.  Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 

2/KN/2016 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa 

Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang; 

13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/1/PBI/2013 tentang 

Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum ini akan memberikan penjelasan terkait bahan hukum 

primer, seperti buku-buku literatur, seminar, jurnal hukum, karya 

ilmiah, ataupun artikel dari media cetak dan media elektronik yang 

berkaitan dengan pokok bahasan dari penulisan tesis ini tentang 

Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah dalam menggunakan 

sarana pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan. 

 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum ini sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan 

sekunder yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan 

pengertian terhadap bahan-bahan hukum lainnya. Bahan hukum 

yang dimaksud pada penulisan ini ialah Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dan Kamus Hukum. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara menggunakan beberapa 

pendekatan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach) 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang 

dan regulasi hukum yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekataan 

ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan undang-undang 

yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas berdasarkan 

rumusan masalah yang pertama perlindungan hukum terhadap bank 

dalam menyelesaikan kredit bermasalah melalui lelang eksekusi hak 

tanggungan dan kedua akibat hukum atau penyelesaian seperti apa 

yang dapat diakukan bank yang menggunakan Kantor Jasa Penilaian 

Publik Iindependen yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur. 

Dengan pendekatan ini, Penulis dapat mengetahui kesesuaian antara 

peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lain. Penulis akan melakukan analisis tentang 

kesesuaian terkait perlindungan hukum bagi bank dalam 

menyelesaikan hutang debitur yang bermasalah melalui lelang 

eksekusi hak tanggungan. 

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan konseptual atau Conseptual Approach adalah suatu 

metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada 

prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan 
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dalam pandangan-pandangan oleh sarjana ataupun doktrin-doktrin 

hukum yang diperoleh dari buku-buku literature, catatan kuliah, dan 

berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas 

dalam permasalahan ini. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam 

penulisan tesis ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum. 

Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. 

5. Teknik Pengelohan Bahan Hukum 

Teknik pengolahaan bahan hukum dalam penulisan tesis ini akan 

dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap 

peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan peraturan 

hukum mengenai, perlindungan hukum bagi bank dalam menyelesaikan 

debitur bermasalah. Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari 

hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahaan bahan 

hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap 

bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berupa membuat 

klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang memudahkan dalam 

melakukan analisis. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan menggunakan metode 

analisis normatif, yang merupakan cara mengintrepetasikan dan 
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mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, 

norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan. Norma hukum yang diperlukan sebagai premis mayor, 

kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) dipakai 

sebagai premis minor dan melalui silogisme yang nantinya akan diperoleh 

kesimpulan (conclution) terhadap permasalahannya.42  

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan tesis ini akan dilakukan 

dengan cara menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu secara mendasar pada 

hal-hal uang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.43 

 

 

                                                           
42 Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), 

hal. 52. 
43 Ibid. 
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Direktorat Jendral Kekayaan Negara dan Lelang Kementerian Keuangan, 2022, 

Parate Executie dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-

Undang Hak Tanggungan, Diperoleh dari 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14947/Parate-Executie-

dalam-Pelaksanaan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-

Tanggungan.html,  diakses pada 31 Oktober 2023 Pukul 13.50 WIB. 

Mochammad Teguh Ariyanto, Kendala dan Permasalahan Pengosongan setelah 

Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bukittinggi/baca-

artikel/15185/Kendala-dan-Permasalahan-Pengosongan-setelah-

Pelaksanaan-Lelang-Eksekusi-Hak-Tanggungan.html, di akses pada tanggal 

31 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB. 
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